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ANALISIS PERBANDINGAN KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH 

PROVINSI JAWA TENGAH DAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 

TAHUN 2010-2015 

Abstraks 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perbandingan Kinerja Keuangan 

Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Langkah analisis 

penelitian ini menjadi dua tahap. Pertama menghitung Rasio Keuangan (Rasio 

Kemandirian, Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi, Rasio Pertumbuhan Pendapatan) 

dan selanjutnya dibandingan dengan Uji Beda Dua Mean Non Parametrik 

Kolmogorov – Smirnov Dua Sampel. Penelitian ini bersumber dari Badan Pusat 

Statistik (BPS) Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa 

Yogyakarta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kemandirian Jawa 

Tengah lebih mandiri dari pada Daerah Istimewa Yogyakarta. Sementara itu 

perbandingan Uji Beda Dua Mean Non Parametrik Kolmogorov – Smirnov Dua 

Sampel, tidak ada perbedaan pada Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi, dan Rasio 

Pertumbuhan Pendapatan.  

Kata Kunci : Kinerja Keuangan, Rasio Kemandirian, Rasio Efektivitas, Rasio 

Efisiensi, Rasio Pertumbuhan Pendapatan, Uji Beda Dua Mean Non Parametrik 

Kolmogorov – Smirnov Dua Sampel.  

 

Abstract 

The purpose of this study is to determine the Financial Performance of Central 

Java Province and Yogyakarta Special Region. The analysis of this research are 

two steps. First the Financial Ratio e.g. Ratio of Independence, Effectiveness 

Ratio, Efficiency Ratio,Income Growth Ratio are calculate,then the ratio between 

two region are compared using Non Parametric Kolmogorov – Smirnov of Two 

Samples Mean Test. The data of this research obtained from Central Bureau of 

Statistics (BPS) Central Java Provincial Government and Special Region of 

Yogyakarta.The result show that independence ratio of Central Jawa were 

significantly higher then Special Region of Yogyakarta. Meanwhile the 

Kolmogorov – Smirnov of Two Sample Mean Test did not show any mean 

difference between the two region in term of Effectiveness Ratio, Efficiency 

Ratio,Income Growth Ratio. 

Keywords: Financial Performance, Independence Ratio, Effectiveness Ratio, 

Efficiency Ratio, Income Growth Ratio, Two Differential Test Non-Parametric 

Kolmogorov - Smirnov Two Samples. 

 

1. PENDAHULUAN 

Pemerintah daerah adalah pihak yang mempunyai wewenang untuk menjalankan 

roda pemerintahan, perekonomian, pembangunan daerah, dan memberikan 
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pelayanan kepada seluruh masyarakat agar dapat dilaksanakan secara transparant 

dan bertanggung jawab kepada pengelolaan  keuangan agar dapat tercipta sistem 

pemerintahan yang bersih (Setyaningrum, 2012). 

Pengelolaan keuangan daerah harus dikelola secara ekonomis, efisien, 

efektif, transparansi, akuntabilitas untuk ,mendorong pertumbuhan ekonomi suatu 

daerah (Paat, 2013). Untuk pengelolaan keuangan daerah dibutuhkan sumber daya 

ekonomi berupa keuangan yang dapat dituangkan dalam satu anggaran 

pemerintah daerah (Retno dan Rusherlistyanti, 2013).  

Kinerja keuangan pemerintah daerah adalah kemampuan suatu daerah untuk 

menggali dan mengelola sumber–sumber keuangan asli daerah dalam memenuhi 

kebutuhannya guna mendukung berjalannya sistem pemerintahan, pelayanan 

kepada masyarakat dan pembangunan daerahnya dengan tidak tergantung 

sepenuhnya kepada pemerintah pusat dan mempunyai keleluasaan di dalam 

menggunakan dana-dana untuk kepentingan masyarakat daerah dalam batas-batas 

yang ditentukan peraturan perundang-undangan (Muliastini, dkk 2013).  

Pengukuran kinerja merupakan alat bagi manajemen untuk menilai 

keberhasilan organisasi. Dalam organisasi sektor publik, keberhasilan organisasi 

dinilai dari kemampuan organisasi yang dapat menyediakan pelayanan publik yang 

berkualitas dan murah (Halim dan Kusufi, 2012). 

Pengukuran kinerja keuangan untuk kepentingan publik dapat dijadikan 

evaluasi dan memulihkan kinerja dengan pembanding skema kerja dan 

pelaksanaannya (Hony, 2013). Selain itu dapat juga digunakan sebagai tolak ukur 

untuk peningkatan kinerja khususnya keuangan pemerintah daerah pada periode 

berikutnya. Berikut peneliti sajikan kinerja keuangan provinsi Jawa Tengah 

dengan Daerah Istimewa Yogyakarta pada Tabel 1. 
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Tabel 1. Kinerja Keuangan Provinsi Jawa Tengah dan DIY Tahun 2010 

Rasio Provinsi Jawa Tengah 
Daerah Istimewa 

Yogyakarta 

Kemandirian 264% 118% 

Efektivitas 123% 119% 

Efisiensi 91% 99% 

Pertumbuhan 16% 7% 

Sumber: Data BPS Diolah, 2018 

Dari Tabel 1. terlihat bahwa secara keseluruhan pertumbuhan masing-masing 

rasio di Provinsi Jawa Tengah lebih baik dari Provinsi Daerah Istimewa 

Yogyakarta. Rasio kemandirian Jawa Tengah sebesar 264%, 164% lebih tinggi 

dari Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, namun pada Rasio Efektivitas, 

Efisiensi dan Pertumbuhan Pendapatan pada kedua wilayah tidak jauh berbeda.  

 

2. METODE  

2.1 Jenis Dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data 

sekunder yang digunakan yaitu gabungan dari data time series rentang waktu 

2010-2015dan data cross section yang meliputi provinsi Jawa Tengah dan Daerah 

Istimewa Yogyakarta (meliputi 35 kabupaten / kota di Jawa Tengah dan 5 

kabupaten / kota di Daerah Istimewa Yogyakarta yang menghasilkan 240 

observasi). Data diperoleh dari instansi atau pusat data secara online seperti dari 

Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Daerah Istimewa 

Yogyakarta. Informasi lain bersumber dari studi kepustakaan lain berupa jurnal 

ilmiah dan buku-buku teks. 

2.2 Metode Analisis Data 

Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini meliputi dua alat analisis. 

Pertama akan dihitung Rasio Keuangan yang meliputi rasio Kemandirian, Rasio 

Efektivitas, Rasio Efisiensi, Dan Rasio Pertumbuhan Pendapatan di Provinsi Jawa 

Tengah dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Selanjutnya rasio-rasio pada 
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kedua wilayah tersebut akan dibandingkan dengan menggunakan Uji Beda Dua 

Mean yakni Uji Non Parametrik Kolmogorov-Smirnov Dua Sampel.  

Variabel dependen dalam penelitian ini Kinerja Keuangan Daerah, 

sedangkan variabel independen terdiri dari Rasio Kemandirian, Rasio Efektivitas, 

Rasio Efisiensi, Rasio Pertumbuhan Pendapatan di Provinsi Jawa Tengah dan 

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Untuk mengetahui Rasio Kemandirian, Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi, Rasio 

Pertumbuhan Pendapatan terhadap Kinerja Keuangan Daerah di Provinsi Jawa 

Tengah dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2010-2015.  

Hasil perhitungan Rasio Kemandirian, Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi, 

Rasio Pertumbuhan Pendapatan dan Uji Non Parametrik Beda Dua Mean 

Kolmogorov - Smirnov Dua Sampel di kedua daerah sebagai berikut : 

Tabel 2. Rasio Kemandirian Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa 

Yogyakarta 

Tahun Rasio Kemandirian Jawa Tengah Rasio Kemandirian DIY 

2010 264% 118% 

2011 285% 120% 

2012 286% 112% 

2013 333% 127% 

2014 390% 144% 

2015 485% 156% 

Rata-rata 340.5% 129.5% 

Sumber : Data BPS Provinsi Jawa Tengah dan DIY diolah, 2018 

Tabel 3. Rasio Efektivitas Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa 

Yogyakarta 

Tahun  Rasio Efektivitas Jawa Tengah Rasio Efektivitas DIY 

2010 123% 119% 

2011 108% 124% 

2012 114% 125% 

2013 124% 120% 

2014 119% 119% 

2015 93% 110% 

Rata-rata 113.5% 119.5% 

Sumber : Data BPS Provinsi Jawa Tengah dan DIY diolah, 2018 
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Tabel 4. Rasio Efisiensi Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa 

Yogyakarta 

Tahun Rasio Efisiensi Jawa Tengah Rasio Efisiensi DIY 

2010 91% 99% 

2011 100% 97% 

2012 100% 95% 

2013 100% 97% 

2014 100% 95% 

2015 100% 103% 

Rata-rata 98% 97% 

Sumber : Data BPS Provinsi Jawa Tengah dan DIY diolah, 2018 

Tabel 5. Rasio Perumbuhan Pendapatan Provinsi Jawa Tengah dan Daerah 

Istimewa Yogyakarta 

Tahun Rasio Pertumbuhan Pendapatan 

Jawa Tengah 

Rasio Pertumbuhan 

Pendapatan DIY 

2010 16% 7% 

2011 14% 17% 

2012 55% 35% 

2013 14% 19% 

2014 14% 22% 

2015 11% 8% 

Rata-rata 20.66% 18% 

Sumber : Data BPS Provinsi Jawa Tengah dan DIY diolah, 2018 

Tabel 6. Uji Non Parametrik Beda Dua Mean Kolmogorov - Smirnov Dua 

Sampel 

 Rasio Keuangan 

 RK REFT REF RP 

Most Extreme 

Differences 

Absolute 1,000 ,333 ,667 ,500 

Positive ,000 ,333 ,167 ,500 

Negative -1,000 ,000 -,667 -,333 

Kolmogorov-Smirnov Z 1,732 ,577 1,155 ,866 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,005 ,893 ,139 ,441 

Sumber : Data BPS Provinsi Jawa Tengah dan DIY diolah, 2018 

3 .1 Menghitung Rasio Keuangan 

3.1.1 Perbandingan Rasio Kemandirian 

Dari sisi rata-rata Rasio Kemandirian di kedua wilayah tersebut, yakni dengan 

rata-rata di Provinsi Jawa Tengah sebesar 340.5% dan di Provinsi Daerah 
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Istimewa Yogyakarta sebesar 129.5%, maka Provinsi Jawa Tengah mempunyai 

rata-rata lebih tinggi dari pada Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, maka dapat 

dikatakan lebih mandiri dalam mengelola kegiatan pemerintahan, dan 

pembangunan daerah.  

3.1.2 Perbandingan Rasio Evektivitas 

Dari sisi rata-rata Rasio Efektivitas di kedua wilayah tersebut, yakni dengan rata-

rata di Provinsi Jawa Tengah sebesar 113.5% dan di Provinsi Daerah Istimewa 

Yogyakarta sebesar 119.5% ,maka Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Daerah 

Istimewa Yogyakarta mempunyai rata-ratayang tidak jauh berbeda, maka dapat 

disimpulkan bahwa kinerja pemerintah daerah di kedua wilayah tersebut sudah 

efektiv dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah (PAD). 

3.1.3 Perbandingan Rasio Efisiensi 

Dari sisi rata-rata Rasio Efisiensi di kedua wilayah tersebut, yakni dengan rata-

rata di Provinsi Jawa Tengah sebesar 98% dan di Provinsi Daerah Istimewa 

Yogyakarta sebesar 97%, maka Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Daerah 

Istimewa Yogyakarta mempunyai rata-ratayang tidak jauh berbeda, maka dapat 

disimpulkan bahwa kinerja pemerintah daerah di kedua wilayah tersebut kurang 

efisien dalam mengelola pengeluaran dan penerimaan daerah.  

3.1.4 Perbandingan Rasio Pertumbuhan Pendapatan 

Dari sisi rata-rata Rasio Pertumbuhan Pendapatan di kedua wilayah tersebut, 

yakni dengan rata-rata di Provinsi Jawa Tengah sebesar 20.66% dan di Provinsi 

Daerah Istimewa Yogyakarta sebesar 18%,maka Provinsi Jawa Tengah dan 

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai rata-ratayang tidak jauh 

berbeda, maka dapat disimpulkan bahwa kinerja pemerintah daerah di kedua 

wilayah tersebut kurang dapat meningkat kan dan mempertahankan keberhasilan 

yang telah dicapai dari periode ke periode berikutnya. 

 

4. PENUTUP 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai analisis faktor-faktor yang mempengaruhi 

ketimpangan distribusi pendapatan antar Kabupaten/Kota di provinsi Jawa Tengah 

tahun 2010-2015.  
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Berdasarkan Rasio Kemandirian di kedua wilayah, memperlihatkan bahwa 

Provinsi Jawa Tengah lebih tinggi dari pada Provinsi Daerah Istimewa 

Yogyakarta. Uji Non Parametrik Beda Dua Mean Kolmogorov - Smirnov Dua 

Sampel terdapat perbedaan. Maka dapat dikatakan bahwa Provinsi Jawa Tengah 

lebih mandiri dalam mengelola kegiatan pemerintahan, dan pembangunan daerah.  

Berdasarkan Rasio Efektivitas di kedua wilayah, baik di Provinsi Jawa 

Tengah dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta telah mencapai tingkat 

efektivitas yang baik. Uji Non Parametrik Beda Dua Mean Kolmogorov - 

Smirnov Dua Sampel tidak terdapat perbedaan. Maka dapat dikatakan kinerja 

pemerintah daerah pada kedua wilayah tersebut sudah efektiv dalam 

merealisasikan Pendapatan Asli Daerah (PAD).  

Berdasarkan Rasio Efisiensi di kedua wilayah, baik di Provinsi Jawa Tengah 

dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta belum dapat mencapai tingkat efisiensi 

yang baik.Uji Non Parametrik Beda Dua Mean Kolmogorov - Smirnov Dua 

Sampel tidak terdapat perbedaan. Maka dapat dikatakan kinerja pemerintah 

daerah pada kedua wilayah kurang efisien dalam mengelola pengeluaran dan 

penerimaan daerah.  

Berdasarkan Rasio Pertumbuhan Pendapatan di kedua wilayah, baik di 

Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta belum mencapai 

tingkat pertumbuhan pendapatan yang baik.Uji Non Parametrik Beda Dua Mean 

Kolmogorov - Smirnov Dua Sampel terdapat perbedaan. Maka dapat disimpulkan 

bahwa kinerja pemerintah daerah di kedua wilayah tersebut kurang dapat 

meningkatkan dan mempertahankan keberhasilan yang telah dicapai dari periode 

ke periode berikutnya. 
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